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(AGaM:  PEMERINTAH KABUPATEN AGAM
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN
Jalan Veleran Nomor 1 Padang Baru, Liibuk Bastng, Kode Fos 26415
- www plép agamkab.go.id emall : Kpmpt.agam@yahoo.com Ems center : 085329085225
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KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN KAB AGAM

Nomor: 0% /Perizinan/TK-SD/2019

i 1ZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KELOMPOK BERMAIN BALITA SHOLEH

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN

Menimbang

Mengingat

KETENAGAKERJAAN KABUPATEN AGAM

- ‘a bahwa berdasarkan surat permohonan dari pengelola KELOMPOK BERMAIN
BALITA SHOLEH, Padang Koto Marapak Jorong Tapian Kandih Nagari
Salareh Aia Kecamatan Palembayan, tanggal 16 Mei 2019 tentang
Herm'ohﬂuan Izin Opersional; >

. bahwasberdasarkan Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kaby-Agam-Nomor=421:1/2242/Disdikbud/2019 tanggal 07 Mei 2019 kepada
lembaga tersebut di afas diberikan 1zin Opersional;
. bahwa berdasarkan poin‘a dan b, Sural Kepulusan [zin Opersional, Padang

. Kolo Marapak Jorong Tapian Ké‘ndlh..gagari Salareh Aia Kecamalan
Palembayan perlu ditetapkan dengan-Sural Keputusan Kepala Dinas
Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan
Kabupaten Agam. bz
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. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan

_ Lem@mﬁ' Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

- -2.Undang-undang Nomor 2 1ahun 2015enlang Penetapan Peraturan Pemerintah

“ Pengganti Uﬁdfgﬁq"'p:yﬂﬂg- wgrﬁcir_z__'_tfghun 2014 tentang Perubahan Alas

et i dang-undang Nomi ¥ 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi

Undang-undang-(Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 24, tambahan
Lembaran Negara Nomor 5589);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
“'Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah
. Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun-2007 Nomear 82, Tambahan
~ Lembaran Nomor 4737); _

. -4.Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubanhan atas
“ Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 fentang Pengelolaan dan

_ Penyelenggaraan Pendidikan-(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

== 2010-Nomor-23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

2 wm&gﬁtqgl’enmuman Modal dan Pelayanan Terpadu
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- gt 01 et 54l :
-5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 lentang Slandar

it " Pendidikan Anak Usia Dini; = '

L 1oy 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik [ndonesia Nomor 25
. - Tahun 2014 fentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan

. "~ Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja
-~ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

bt 7. Peraluran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 84 Tahun 2014 tentang

g <= Pendirian-Satuan Pendidik Anak Usia Dini; - _
. '8Peraturan Bupali Agam Nomor 7 tahun 2016 tentang Perubahan kedua at2s
KRR S DR ;ﬁmﬁ'mﬂpﬂ&ﬁgmﬂmwa tahun 2012 tentang Pendelegasian Wewenang
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